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PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67 TAHUN 2016

TENTANG

PENDAFTARAN MEREK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal

8, Pasal 21 ayat (4), Pasal 27 ayat (3), Pasal 39 ayat (3), Pasal

40 ayat (4), Pasal 41 ayat (9), dan Pasal 51 Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,

perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia tentang Pendaftaran Merek;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek

dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5953);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang

Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak

yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5541) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan

Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku

pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5940);

4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015

Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

6 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TENTANG PENDAFTARAN MEREK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis

berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan

warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga)
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dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua)

atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang

dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan

hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau

jasa.

2. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada

barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama

mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa

serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh

beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama

untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis

lainnya.

3. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh

negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk

jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri

Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain

untuk menggunakannya.

4. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek yang

diajukan kepada Menteri.

5. Pemohon adalah orang perseorangan atau badan hukum

yang mengajukan Permohonan Merek.

6. Kuasa adalah Konsultan Kekayaan Intelektual yang

bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan

Permohonan yang telah memenuhi persyaratan

minimum.

8. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan

permohonan yang berasal dari negara yang tergabung

dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan

Industri (Paris Convention for the Protection of Industrial

Property) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi

Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World

Trade Organization) untuk memperoleh pengakuan bahwa

Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal

prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu

dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut
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dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan

berdasarkan perjanjian internasional dimaksud.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum.

10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan

Intelektual.

11. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Kekayaan

Intelektual.

12. Tanggal Pengiriman adalah tanggal stempel pos dan/atau

tanggal pengiriman surat secara elektronik.

13. Berita Resmi Merek adalah media resmi yang diterbitkan

secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik

dan/atau non-elektronik dan memuat ketentuan

mengenai Merek.

14. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas:

a. syarat dan tata cara Permohonan;

b. kelas barang atau jasa;

c. penolakan Permohonan;

d. perbaikan sertifikat Merek terdaftar;

e. syarat dan tata cara permohonan perpanjangan jangka

waktu pelindungan Merek terdaftar;

f. syarat dan tata cara permohonan pencatatan perubahan

nama dan/atau alamat;

g. syarat dan tata cara permohonan pencatatan pengalihan

Hak atas Merek;

h. permohonan pendaftaran Merek Kolektif; dan

i. petikan resmi sertifikat.
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BAB II

SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN

Bagian Kesatu

Syarat Permohonan

Pasal 3

(1) Permohonan diajukan dengan mengisi formulir rangkap 2

(dua) dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau

Kuasanya kepada Menteri.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memuat:

a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;

b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat

Pemohon;

c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan

diajukan melalui Kuasa;

d. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang

pertama kali dalam hal Permohonan diajukan

dengan Hak Prioritas;

e. label Merek;

f. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya

menggunakan unsur warna; dan

g. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis

barang dan/atau jenis jasa.

(3) Dalam mengajukan Permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) harus melampirkan dokumen:

a. bukti pembayaran biaya Permohonan;

b. label Merek sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan

ukuran paling kecil 2 x 2 cm (dua kali dua

sentimeter) dan paling besar 9 x 9 cm (sembilan kali

sembilan sentimeter);

c. surat pernyataan kepemilikan Merek;

d. surat kuasa, jika Permohonan diajukan melalui

Kuasa;

e. bukti prioritas, jika menggunakan Hak Prioritas dan

terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
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